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 PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR    21    TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 81      

TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 

yang telah dianggarkan pada APBD Induk Tahun 

Anggaran 2017 didasarkan pada alokasi Dana Alokasi 

Khusus (DAK) daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Tahun Anggaran 2017 yang informasikan secara 

resmi dari Kementerian Keuangan tidak sesuai 

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2017; 

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 327 ayat 

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan berdasarkan 

Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 

02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima 

pada Rekening Kas Umum Negera/Daerah dijelaskan 

bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh 

BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan 

semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu 

tempat penampungannya;   

 

 

SALINAN 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap mekanisme penganggaran Dana BOS dalam 

APBD sebagaimana diatur dalam Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Januari 2017 Nomor 

910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan serta 

Pertanggungjawaban Dana Operasional Sekolah 

Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh 

Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, penyaluran Dana BOS dilakukan 

melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum 

Negara ke Rekening Kas Umum Provinsi yang untuk 

selanjutnya disalurkan langsung ke masing-masing 

Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana 

BOS pada RKUD Provinsi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta 

sebagai pelaksanaan ketentuan Romawi III angka 1 

huruf b nomor 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2011 tentang 

Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja Dalam 

Jenis Belanja dan Pergeseran Anggaran antar Rincian 

Obyek Belanja dalam Obyek Belanja pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Situbondo tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2017; 

                                       

Mengingat   :  1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah – Daerah Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – 

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor   28  Tahun  2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5409 ); 
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10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

13. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – 

Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat 

Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1972 Nomor 38); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil  Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor  4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2007;  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2010; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah. 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa; 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari APBN. 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang – Undangan. 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 

Operasional; 
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman  Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD 

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2016; 

40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Evaluasi Jabatan; 

41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan 

dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun Anggaran 

2017; 

45.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal 

Kumulatif Defisit APBD,  Batas Maksimal Defisit 

APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman 

Daerah Tahun Anggaran 2017; 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 

Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas 

(PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah 

Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2007  Nomor 5); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 
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Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 

Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A 

Nomor 5): 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 

Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 

Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo, Seri E Nomor 03); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 

Tahun 2008  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2011 Nomor 6); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 

Nomor 7); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2011 Nomor 9); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 

10); 
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58. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 

Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 

Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2016 Nomor 3); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2011 Nomor 12); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 

Nomor 13); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan 

Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2011 Nomor 14); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 

Nomor 15); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten  Situbondo Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 18); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2011 Nomor 20); 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015; 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 

Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan  Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 

Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2016 Nomor 4); 
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67. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4); 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10    

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah  Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2016 Nomor 8); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  11 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 

15). 

71. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 82)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2017, Nomor 15). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN  BUPATI SITUBONDO NOMOR 81 

TENTANG  PENJABARAN  ANGGARAN    PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 82)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2017, Nomor 15), diubah 

sebagai berikut : 
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Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017  setelah perubahan sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan 

a. Semula  Rp 1.588.200.497.938,12 

b. Bertambah  Rp      53.621.272.000,00 

Jumlah Pendapatan  

Setelah Perubahan Rp 1.641.821.769.938,12 

 

2. Belanja 

a. Semula  Rp 1.667.285.421.946,11 

b. Bertambah  Rp      53.621.272.000,00 

Jumlah Belanja  

Setelah Perubahan Rp 1.720.906.693.946,11 

Surplus/(Defisit) Rp     (79.084.924.007,99) 

 

3. Pembiayaan 

Peneriman Pembiayaan  

a. Semula  Rp     79.084.924.007,99 

b. Bertambah  Rp                            0,00 

Jumlah Pembiayaan  

Setelah Perubahan Rp     79.084.924.007,99 

 

Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula  Rp                            0,00 

b. Bertambah  Rp                            0,00 

Jumlah Pembiayaan  

Setelah Perubahan Rp                            0,00 

 

Pembiayaan netto Rp     79.084.924.007,99 

 

Silpa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan Rp                            0,00 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 13 Juni 2017        

BUPATI SITUBONDO, 

 

 ttd 

 

DADANG WIGIARTO 

 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 13 Juni 2017  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd 

 

SYAIFULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017  NOMOR 21 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 

 
ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 
19831221 200604 2 009 

 


